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Abstrak

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap
manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak
persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya
antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu
yang harus diperoleh. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat
pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai
suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi.
Hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi
keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan
kepentingan umum. Tulisan ini membahas mengenai Hak Asasi
Manusia.

Metode penulisan ini adalah kepustakaan (library research), dimana
metode kepustakaan (library research) adalah metode yang
dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik
berupa buku, online base, catatan maupun laporan hasil penelitian
dari penelitian terdahulu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan HAM harus
melihat pemenuhan kewajiban asasi manusia, karena secara umum
seseorang dapat menuntut hak apabila telah memenuhi kewajiban.
Dengan melandaskan hak pada kewajiban, maka hukum HAM akan
menjadi seimbang (balance).

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kewajiban Asasi Manusia; Keadilan.



A. Pendahuluan

Secara teori, HAM adalah hak asasi manusia yang kodratil,
mendasar dan melekat, anugerah Tuhan serta harus dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi. Perlindungan hak azazi manusia di
Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini hak
azasi manusia dimaknai seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi. Namun, dalam kenyataan perlindungan HAM masih jauh
dari harapan. Dari data data konflik global dan perang menunjukan

bahwa banyak masyarakat yang meninggal terbunuh.

karena perang, pengungsian, dan tidankan kekerasan mengatas
namakan kelompok agama dan militer Jumlah kematian akibat konflik
pada tahun 2022 mencapai 238.000 orang, hampir dua kali lipat
dibandingkan tahun sebelumnya, menurut Global Peace Index (Indeks
Perdamaian Global) yang dirilis hari Rabu (28/6) oleh Institute for
Economics and Peace (IEP). Konflik dan perang juga menyebabkan
hilangnya 13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global. Survei
terbaru tersebut menyebutkan, tingkat rata-rata "kedamaian global”
telah merosot selama sembilan tahun berturut-turut. Peningkatan
dramatis dalam angka kematian tahun lalu sebagian besar didorong
oleh perang di Ukraina, di mana 83.000 orang tewas dalam satu tahun
terakhir. Namun konflik paling berdarah terjadi di Etiopia, di mana

sekitar 100.000 orang kehilangan nyawa.?

Hakikat hak asasi manusia adalah upaya untuk menjamin keamanan
kelangsungan hidup seluruh umat manusia dengan menyeimbangkan
kepentingan individu dan kepentingan umum. Demikian pula upaya
penghormatan, perlindungan dan pembelaan hak asasi manusia

merupakan tugas dan tanggung jawab bersama setiap

! Kiki Karsa, Sheila Indah, Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia, (Das
Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 2023), 12

2https://www.dw.com/id/hampir-240-ribu-orang-tewas-akibat-konflik-global-tahun-lalu/a-
66052183. Diakses pada september 2024.
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individu, Pemerintah (baik struktur pemerintahan sipil maupun militer)
dan negara bagian. Hak asasi manusia diwujudkan oleh penciptanya:
Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan
sebagai manusia dan sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai

kedudukan yang tinggi.

Hak asasi manusia bersifat khusus bagi setiap orang dan oleh karena
itu bersifat universal. Artinya, ini berlaku untuk semua orang dimana
pun dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Hak ini diperlukan bagi
manusia, selain untuk melindungi diri dari harkat dan martabat
manusia, juga menjadi landasan moral dalam bersosialisasi dan
berinteraksi dengan manusia lain. Setiap hak disertai dengan
kewajiban. Oleh karena itu, selain hak asasi manusia terdapat juga
kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan atau
mempertahankan hak asasi manusia. Sebelum berbicara tentang hak,

apa saja kewajiban kita sebagai warga negara indonesia ini.

Saat menjalankan hak asasi manusia, kita mempunyai kewajiban
untuk menaati, menghormati, dan menghargai hak asasi manusia orang
lain. Hak asasi manusia, harkat dan harga diri telah ada sejak awal mula
umat manusia dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri
manusia. Pembahasan permasalahan HAM di sini hanya mengenai HAM
dan kajian HAM Islam dalam sudut pandang normativitas hukum.
Artikel ini menjelaskan bagaimana sistem penguatan perlindungan

HAM dalam Undang-Undang republik Indonesia.

B. Metode Penelitian
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan
(library research), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan
mencatat serta mengolah bahan penelitian. Metode kepustakaan
(library research) merupakan metode yang objeknya dicari dengan
berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran,

online base dan dokumen.



C. Hasil dan Pembahasan

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan®.
Kata “hak” mempunyai arti yang bermacam-macam, dimana dapat
diartikan sebagai hak, otoritas, kekuasaan untuk melakukan sesuatu
atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Demikian pula kata “asasi”
memiliki banyak arti, dimana dapat diartikan antara lain yang
mendasar, yang mutlak, yang prinsipil dan yang paling mendasar, maka
dari itu hak asasi manusia adalah hak-hak asasi atau hak asasi yang
dimiliki oleh setiap orang, seperti hak untuk hidup, hak untuk berbicara
dan lain-lain. Adapun diartikan sebagai hak untuk perlindungan karena
sifatnya yang fundamental dan dasar, maka hak asasi manusia sering
kali dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan.

Tidak ada seorang pun yang dapat menolak hak asasi manusia
karena hak tersebut merupakan hak yang melekat pada seseorang sejak
lahir, menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara untuk
melindungi seluruh warga negaranya. Efektivitasnya sangat kuat dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan sebelum
Deklarasi Hak Asasi Manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa Tahun 1948 Indonesia telah menciptakan Deklarasi Hak
Asasi Manusia yang memperluas dan melindungi hak asasi manusia
dalam kehidupan bernegara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Deklarasi ini memuat Deklarasi Nasional Indonesia yang pokok-
pokoknya tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang dimana
pembukaannya merupakan sumber normatif hukum positif di
Indonesia. Pasal 1 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa
“Kemerdekaan adalah hak semua negara,” dan pernyataan ini

mencakup pengakuan hukum atas hak asasi manusia.

% Miza Nina Adlinii, METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA, (Jurnal
Edumaspul, 6 (1), Year 2022), 975

4 Rachmawati, A., Putri, D. W., Anastasya, M., & Nabila, S. (2024). Hak Asasi Manusia: Hak Asasi
Manusia. SEHRAN (Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kewarganegaraan), 3(1), 11.



Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) menurut UU No. 39 Tahun
1999. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa serta merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati dan
dipelihara oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang demi
perlindungan kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, hak
asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang sejak
lahir, berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh
siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjunjung tinggi
nilai-nilai hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan status
sosial, kasta, status keluarga, jabatan dan lain-lain

Sedangkan pada Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998
dituliskan bahwa Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri
manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan
hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang
tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun. (Wasiyem,
Purba.H, Karima.M.K 2021) Tujuan hak asasi manusia adalah untuk
melindungi sesama warga negara agar tidak terjadi diskriminasi dari
yang kuat kepada yang lemah, mengutamakan kesetaraan
(egalitarianisme) di atas hukum dan agar negara Indonesia menjamin
dan melindungi hak asasi warga negaranya. Khususnya yang berkaitan
dengan kesejahteraan hidup jasmani dan rohani, hak-hak dasar atas
pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak
dalam kondisi tersebut serta terciptanya negara yang damai, sejahtera
dan adil sebagai tujuan akhir. Perjuangan bangsa Indonesia masih
sangat berat. (Hasibuan.M.O, 2021)

Adapun penggolongan Hak Asasi Manusia dapat dibedakan dalam
beberapa aspek, antara lain yaitu:

1) Hak asasi manusia (Personal Human Rights), hak ini merupakan

hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang.

Contoh dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk



2)

3)

4)

5)

6)

menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian,
bergerak berpindah keberbagai tempat dan lain sebagainya.

Hak asasi politik (Politic Rights), hak ini merupakan hak asasi
dalam kehidupan politik seseorang. contohnya hak dipilih dan
memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak
dalam membuat petisi dan sebagainya.

Hak asasi ekonomi (Property Rights), hak ini menyangkut hak
individu dalam hal perekonomian. Contohnya kebebasan dalam
hal jual-beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-
menyewa, memiliki sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas.
Hak asasi peradilan (Procedural Rights), hak ini menyangkut
dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan.
Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum,
hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan,
penangkapan, penggeledahan dan penyidikan antar muka.

Hak asasi sosial budaya, hak terkait dalam kehidupan
masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih
dan melakukan pendidikan. Hak untuk pengajaran untuk
mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat.

Hak asasi hukum (Legal Equality Rights), hak ini untuk
mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan
pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang
sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai

sipil, perlindungan dan pelayaan hukum.

Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang RI

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dan berikut ini:

Hak wuntuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup,
mempertahankan hidupnya, hidup tenteram, aman, damali,
bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan

hidup yang baik dan sehat.



Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang
berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk
memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi
maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya.

Hak memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi
berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan
permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara
pidana, perdata maupun administrasi.

Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih
dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di
muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh
diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas
bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik
Indonesia.

Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman
dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik,
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi
pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara
tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang
dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan
berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan
memperjuangkan kehidupannya.

Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak
turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau
perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat

kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.



e Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih,
diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan
persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu,
berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan
pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat
mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

e Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua,
keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan,
pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas
kebebasannya secara melawan hokum

Hak-hak yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia telah disesuaikan dengan yang
didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali yang
diberi nama Comission on Human Rights pada tahun 1946.

Salah satu contoh terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu
kasus vina cirebon. Kejadian ini terjadi pada tahun 2016, itu artinya
sudah 8 tahun kasus ini. Seorang perempuan bernama vina dan
kekasihnya eky ditemukan tewas secara mengenaskan di kota cirebon.
Pada awalnya kasus ini diduga terjadi karena kecelakaan, namun
setelah itu berganti menjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh
geng motor. Ada beberapa pelanggaran ham dalam kasus ini, pertama
Hak atas bebas dari penyiksaan (terpidana mengalami penyiksaan atau
perlakuan tidak manusiawi ketika proses penahanan), kedua hak bebas
dari tindakan penangkapan yang sewenang-wenang (para terdakwa
ditangkap bukan dalam konteks tertangkap tangan dan keluarga para
terdakwa tidak mengetahui penangkapan tersebut). (Sumber Media

Indonesia, 14 oktober 2024.)

Kajian Islam Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah anugerah Allah yang
terbesar kepada manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai khalifatullah tanpa diskriminasi antara satu dengan yang

lainnya. Hanya saja, ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa
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dalam hukum Islam tidak ditemukan rumusan Hak Asasi Manusia
seperti halnya konsep Hak Asasi Manusia ala barat. melainkan hanya
memuat aturan kewajiban dan tugas untuk patuh kepada Allah dan
hukum-Nya saja.

Berdasarkan penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan as-
Sunnah disimpulkan bahwa, hukum Islam telah merumuskan
pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi manusia. Hak
Asasi Manusia dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar
sesama manusia tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk
mengabdi kepada Allah swt. Hukum Islam menetapkan prinsip utama
dalam perlindungan Hak Asasi Manusia yang signifikan dengan tujuan
hukum Islam yaitu prinsip perlindungan terhadap agama (hifdz aldin),
jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz al-nasl) dan
harta (hifdz al-mal).

Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman
hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi
Manusia. Al-Quran dan as-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar Hak
Asasi Manusia jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut
pada masyarakat dunia.

Terdapat lima prinsip utama Hak Asasi Manusia dalam Islam seperti
yang termuat dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Prinsip perlindungan terhadap agama.

Beragama merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus
dipenuhi. Agama Islam memberikan jaminan perlindungan
kepada semua pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai
dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk agama
lain untuk meninggalkan agamanya untuk memeluk agama
Islam. Hal ini jelas tergambar dalam QS. Qaf ayat 45.

2. Prinsip perlindungan terhadap jiwa.

Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu
hukum Islam wajib memelihara dan memberikan perlindungan
terhadap jiwa manusia. Islam melarang keras pembunuhan

sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi

10
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berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk
mempertahankan kemaslahatan dan kelangsungan hidupnya
seperti yang tertulis dalam QS. Al-Maidah Ayat 32.

. Prinsip perlindungan terhadap akal.

Menurut hukum Islam, manusia wajib memelihara akalnya
karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam
kehidupannya. Untuk itu akal wajib dilindungi dari berbagai hal
yang dapat merusak fungsinya. Hukum Islam secara tegas
melarang manusia melakukan berbagai upaya yang dapat
merusak akal diantaranya meminum minuman yang
memabukkan karena dapat berakibat merusak fungsi akal
manusia. Karenanya, Islam memberikan sanksi hukum bagi
orang yang meminum minuman yang memabukkan seperti yang
tertulis dalam QS. Al-Maidah ayat 90.

. Prinsip perlindungan terhadap keturunan.

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan merupakan hal yang
sangat urgen. Karenanya, Islam memberikan jaminan
pemeliharaan keturunan bagi manusia dengan ketentuan yang
sah menurut ajaran Islam melalui perkawinan sebagai sarana
untuk mendapatkan keturunan dan melarang melakukan
perbuatan zina sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra’ ayat
32.

. Prinsip perlindungan terhadap harta.

Harta merupakan pemberian dari Allah swt kepada manusia
untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Karena itu,
manusia dilindungi haknya untuk memperoleh harta asalkan
dengan cara-cara yang halal dan sah menurut hukum serta benar
menurut ukuran moral. Islam memberikan jaminan hak
pemilikan yang sah terhadap harta manusia dan mengharamkan
penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain
yang bukan haknya sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-
Bagarah ayat 188.

11
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Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri
seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh
siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh
negara. Tujuan Hak Asasi Manusia adalah untuk melindungi sesama
manusia agar tidak terjadi diskriminasi yang kuat. Nilai dasar yang
terkandung dalam Hak Asasi Manusia yaitu kesamaan, kebebasan,
kebersamaan. Adapun Penggolongan Hak Asasi Manusia dapat
dibedakan dalam beberapa aspek, yaitu hak asasi pribadi (personal
human rights), hak asasi politik (politic rights), hak asasi ekonomi
(property rights), hak asasi peradialan (procedural rights), hak asasi
sosial budaya, hak asasi hukum (legal equality rights). Sedangkan hak-
hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari hak untuk hidup, hak
berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak
memperleh keadilan,ha katas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman,
hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak
wanita dan hak anak. Dimana hak-hak tersebut telah disesuaikan
dengan hak asasi manusia yang didirikan oleh PBB pertama kali yang
diberi nama Comission on Human Rights pada tahun 1946. Hak Asasi
Manusia dalam hukum Islam bukan saja mengakui hak antar sesama
manusia tetapi hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk
mengabdi kepada Allah swt. Al-Quran dan as-Sunnah telah meletakkan
dasar-dasar Hak Asasi Manusia jauh sebelum timbul pemikiran
mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Beberapa prinsip Hak
Asasi Manusia dalam hukum Islam adalah prinsip perlindungan
terhadap agama, prinsip perlindungan terhadap jiwa, prinsip
perlindungan terhadap akal, prinsip perlindungan terhadap keturunan

dan prinsip perlindungan terhadap harta.
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